
BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas Sosial adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial.
(2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan

tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang
sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Sosial
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi

sosial dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
b. pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan

pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perlindungan dan jaminan sosial,

rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
d. pelaksanaan pelayanan administrasi dinas;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbag Umum dan Kepegawaian
2. Subbag Perencanaan dan Keuangan

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga

d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari:
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)
3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari:
1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan

Masyarakat
2. Seksi Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin
3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Pengelolaan

Sumber Daya Bantuan Sosial
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di
bidang sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan serta pelaksanakan tugas di

bidang sosial;
b. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan serta pelaksanaan tugas dibidang

perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, dan bidang
pemberdayaan sosial dan fakir miskin;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
menyelenggarakan kegiatan dalam bidang perencanaan dan keuangaan, umum
dan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan operasional penyeliaan organisasi dan tata laksana dan pelaporan;
b. pengelolaan urusan umum;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh oleh Kepala Subbagian yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebutuhan dan pengembangan
pegawai pengelolaan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan
perlengkapan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2),
Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan dan pelaksanaan penyusunan perlengkapan dinas;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga;
c. penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
d. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai,

mutasi dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. pengumpulan data dan informasi di wilayah kabupaten;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan perencanaan peraturan, program/kegiatan
dinas, pembukuan keuangan, rencana belanja rutin dan pembangunan serta
penyusunan laporan keuangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2),
Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik sosial;
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b. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan dinas, dan penyiapan bahan
laporan dinas;

c. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;
d. pelaksanaan komunikasi di lingkungan dinas terkait untuk kelancaran tugas

dinas;
e. penghimpunan dan pemeliharaan peraturan perundang-undangan dibidang

keuangan;
f. penyiapan bahan dalam rangka menyusun rencana anggaran belanja pegawai

dan penyiapan bahan dalam rangka pertanggung jawaban atas keuangan;
g. perhitungan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
h. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan anggaran

rutin dan proyek;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 14

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial kepada seseorang,

keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau  rentan,
serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar,  lanjut usia terlantar,
penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat
kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang
tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;

b. pelaksanaan  kebijakan perlindungan dan sosial kepada seseorang, keluarga,
dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta
jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar,
penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat
kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang
tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan  sosial
kepada  seseorang, keluarga,  dan  masyarakat  yang  berada  dalam keadaan
tidak stabil atau rentan, serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar,
lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental
yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit
kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan
ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan sosial kepada individu,
keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan,
serta jaminan sosial kepada anak  yatim  piatu  terlantar,  lanjut usia terlantar,
penyandang disabilitas fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong
berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami
ketidakmampuan  sosial dan ekonomi;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perlindungan sosial kepada seseorang,
keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil, atau rentan
serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar,
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penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat
kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang
tergolong berat yang  mengalami  ketidakmampuan sosial;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dipimpin
oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
pembangunan dan pengembangan sarana sosial.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Seksi
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial menyelenggarakan
fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, pencegahan,

penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, pemulihan dan
penguatan sosial, politik, ekonomi, dan reintegrasi-sosial serta kemitraan dan
pengelolaan logistik bencana;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, pencegahan,
penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, pemulihan dan
penguatan sosial, politik,  ekonomi, dan reintegrasi sosial serta kemitraan dan
pengelolaan logistik bencana;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria  kesiapsiagaan
dan mitigasi, pencegahan, penanganan korban bencana alam dan bencana
sosial, pemulihan dan penguatan sosial, politik, ekonomi, dan reintegrasi sosial
serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesiapsiagaan dan
mitigasi, pencegahan, penanganan korban bencana alam dan bencana sosial,
pemulihan dan penguatan sosial, politik, ekonomi,  dan reintegrasi sosial serta
kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan  kesiapsiagaan dan
mitigasi, pencegahan, penanganan korban bencana alam dan bencana sosial,
pemulihan dan penguatan sosial, politik,  ekonomi, dan reintegrasi sosial serta
kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Seksi
Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan;
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b. penyiapan bahan  pelaksanaan  kebijakan;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang;
e. pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

(1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi
yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di Seksi
Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Seksi
Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan validasi dan terminasi, bantuan sosial,

kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan seleksi dan verifikasi, kemitraan,  penyaluran

bantuan,  serta pendampingan jaminan sosial keluarga;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria validasi dan

terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, serta sumber daya jaminan sosial
keluarga;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi validasi dan  terminasi,
bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan validasi dan
terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial
keluarga;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 22

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas menyiapakan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Bidang
Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan rehabilitasi sosial  penyandang disabilitas fisik, mental,

fisik  dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit
kronis, eks narapidana,  eks psikotik,  eks pecandu narkotika, pengguna
psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immuno deficiency
Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban
bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang
memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia;
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b. pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental,
fisik  dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit
kronis, eks narapidana,  eks psikotik,  eks pecandu narkotika, pengguna
psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immuno deficiency
Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban
bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang
memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas fisik, mental, fisik  dan mental, tuna susila,
gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana,  eks
psikotik,  eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma
ketergantungan, orang dengan Human Immuno deficiency Virus/Acquired
Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana,
korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang memerlukan
perlindungan khusus serta lanjut usia;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi  sosial  penyandang
disabilitas fisik, mental, fisik  dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis,
eks penderita penyakit kronis, eks narapidana,  eks psikotik,  eks pecandu
narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan
Human Immuno deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban
tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar,
dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial penyandang  disabilitas
fisik, mental, fisik  dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks
penderita penyakit kronis, eks narapidana,  eks psikotik,  eks pecandu
narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan
Human Immuno deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban
tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar,
dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 24

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dipimpin oleh Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Seksi
Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan  pelayanan sosial anak balita dan

pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak
berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak  yang memerlukan
perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial anak balita dan
pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak
berhadapan dengan  hukum, rehabilitasi sosial anak  yang memerlukan
perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan sosial
anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar,
rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan  hukum, rehabilitasi sosial anak
yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan;
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d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelayanan sosial anak
balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi
sosial anak berhadapan dengan  hukum, rehabilitasi sosial anak  yang
memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial
anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar,
rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak
yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan;

f. penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan rencana  intervensi,
pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan
sumber daya;

g. penyiapan pelaksanaan kebijaksanaan identifikasi dan rencana  intervensi,
pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan
sumber daya;

h. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria  identifikasi  dan
rencana  intervensi, pengembangan  kemampuan  lanjut  usia,  reintegrasi  dan
bimbingan lanjut, dan sumber daya;

i. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan rencana
intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan
lanjut, dan sumber daya;

j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan  identifikasi dan
rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut  usia, reintegrasi dan
bimbingan lanjut, dan sumber daya;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dipimpin oleh Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

(2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Seksi
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Penyalahgunaan Narkotika,
Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang  disabilitas fisik,

mental, sensorik, intelektual, tuna sosial dan disabilitas ganda;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik,

mental, sensorik, intelektual, korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) dan disabilitas ganda;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria  rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, tuna sosial dan
disabilitas ganda;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi sosial
penyandang  disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, tuna sosial dan
disabilitas ganda;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan  rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, tuna sosial dan
disabilitas ganda;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 28

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dipimpin
oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
perumusan  dan pelaksanaan  kebijakan,  penyusunan  norma,  standar,
prosedur,  dan  kriteria,    pemberian  bimbingan  teknis  dan supervisi, serta
evaluasi dan pelaporan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Seksi
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang menyelenggarakan
fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan rehabilitasi sosial korban tuna sosial dan

korban perdagangan orang;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban

perdagangan orang;
c. penyiapan  penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi

sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi sosial tuna

sosial dan korban perdagangan orang;
e. pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  pelaksanaan kebijakan rehabilitasi

sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
f. penyiapan  perumusan  kebijakan  identifikasi dan  rencana  intervensi,

pemulihan, reintegrasi  dan pembinaan lanjut tuna sosial dan korban
perdagangan orang), serta kelembagaan dan sumber daya;

g. penyiapan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan  rencana  intervensi,
pemulihan,  reintegrasi  dan pembinaan lanjut tuna sosial dan korban
perdagangan orang serta kelembagaan dan sumber daya;

h. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria  identifikasi dan
rencana  intervensi, pemulihan,  reintegrasi  dan  pembinaan lanjut tuna sosial
dan korban perdagangan orang serta kelembagaan dan sumber daya;

i. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi  dan  rencana
intervensi,  pemulihan, reintegrasi  dan  pembinaan  lanjut tuna sosial dan
korban perdagangan orang), serta kelembagaan dan sumber daya;

j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan
rencana intervensi, pemulihan,  reintegrasi  dan  pembinaan lanjut tuna sosial
dan korban perdagangan orang serta kelembagaan dan sumber daya;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pasal 30

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(2) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2),
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan kebijakan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga,  kelompok

dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga
dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial,
dan pelaksanaan penyuluhan sosial serta kepahlawanan, keperintisan,
kesetiakawanan, dan restorasi sosial;

b. pelaksanaan  kebijakan  pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah
kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan
sumber daya kesejahteraan sosial, dan pelaksanaan penyuluhan sosial serta
kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan
sosial dan penanganan fakir miskin seseorang, keluarga, kelompok dan
masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga
dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial,
dan pelaksanaan penyuluhan sosial serta kepahlawanan, keperintisan,
kesetiakawanan, dan restorasi sosial;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan sosial dan
penanganan fakir miskin seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang
mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan
sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, dan pelaksanaan
penyuluhan sosial serta kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan
restorasi sosial;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial dan penanganan
fakir miskin seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami
masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai
potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, dan pelaksanaan penyuluhan
sosial serta kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;

f. penyiapan bahan koordinasi di bidang transmigrasi;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 32

(1) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan
Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan  kebijakan,  penyusunan
norma,  standar, prosedur,  dan  kriteria,  pemberian  bimbingan teknis dan
supervisi,  serta  evaluasi  dan  pelaporan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2),
Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan pekerja sosial dan pekerja sosial  masyarakat,

tenaga  kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna,  lembaga konsultasi
kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga,  lembaga kesejahteraan sosial dan
wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, potensi dunia usaha, serta
pelaksanaan penyuluhan sosial;

b. penyiapan  pelaksanaan  kebijakan pekerja sosial dan pekerja sosial
masyarakat, tenaga  kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna,



12

lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga,  lembaga
kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat,
potensi dunia usaha, serta pelaksanaan penyuluhan sosial;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pekerja sosial
dan pekerja sosial masyarakat, tenaga  kesejahteraan sosial kecamatan,
karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli
keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat, potensi dunia usaha, serta pelaksanaan penyuluhan
sosial;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pekerja sosial dan
pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang
taruna,  lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga,
lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat dan potensi dunia usaha;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pekerja sosial
dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan,
karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli
keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat, potensi dunia usaha, serta pelaksanaan penyuluhan
sosial;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 34

(1) Seksi Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

(2) Seksi Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan
melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan dan penanganan fakir miskin
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2),
Seksi Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan kebijakan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan,

pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal dan daerah terpencil;
b. kebijakan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-

pulau kecil, daerah tertinggal dan daerah terpencil;
c. penyusunan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penanganan fakir miskin

perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal dan
daerah terpencil;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penanganan fakir miskin
perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal dan
daerah terpencil;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanganan fakir miskin perdesaan,
perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal dan daerah
terpencil;

g. penyiapan bahan koordinasi di bidang transmigrasi;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 36

(1) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Pengelolaan Sumber
Daya Bantuan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
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(2) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Pengelolaan Sumber
Daya Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan  kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria,  pemberian bimbingan teknis, pemantauan
dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Kepahlawanan,
Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Pengelolaan Sumber Daya Bantuan
Sosial.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2),
Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Pengelolaan Sumber
Daya Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penghargaan dan tunjangan

kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan, pengelolaan
sumber daya bantuan sosial, pengelolaan taman makam pahlawanan
nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan
nasional;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan penghargaan dan tunjangan kesejahteraan
keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan, pengelolaan sumber daya
bantuan sosial, pengelolaan taman makam pahlawanan nasional utama,
makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penghargaan
dan  tunjangan kesejahteraan  keluarga  pahlawan  dan perintis
kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan,
kesetiakawanan, pengelolaan sumberdaya dan bantuan sosial, pengelolaan
taman makam pahlawanan nasional utama, makam pahlawan nasional dan
taman makam pahlawan nasional;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis penghargaan dan tunjangan
kesejahteraan keluarga  pahlawan  dan  perintis kemerdekaan, pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan, pengelolaan
sumberdaya dan bantuan sosial, pengelolaan taman makam pahlawanan
nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan
nasional;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penghargaan dan
tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan,
pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan,
pengelolaan sumberdaya dan bantuan sosial, pengelolaan taman makam
pahlawanan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam
pahlawan nasional;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 38

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di wilayah kerja
masing-masing.

(2) Pembentukan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas dan fungsi Unit
Pelaksana Teknis Dinas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Ketuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan berdasarkaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 40

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok
jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal
sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan
bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan
dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib
mengadakan rapat berkala.

Pasal 41

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan
menyiapkan laporan secara berkala.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung
Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 5) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

PUJI RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 67
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